WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

i PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
‘ NOMOR 8 TAHUN 2015

i TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR;

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

5 Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur

Bali Tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 2168/01-F/HK/2015 tentang

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Anggaran

i Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan

] Peraturan Walikota Denpasar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 :

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
I Daerah, dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan
‘l;;‘ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan
; dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran ;

C. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan
i agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan
5 umum dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 ;

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945;

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3465) ;
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 Sepubilk Fxioress Tefun 1999 Nomor 75, Tambshan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inconesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4028);
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‘ embaran Negara Republik Indonesia T 2004 Nomor S0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Badan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia’ Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567):

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedomar
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614) ;
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutans

26.
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Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123}
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoma-
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kal
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540 -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan
Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Denpasar Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai

berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp.2.014.147.068.834,05
2. Belanja Daerah Rp.2.126.032.568.834,05

Surplus/Defisit Rp. (111,885.500.000,00,




Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.
b.
G

Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.715.452.847.611,03
Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.087.392.416.353,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumliah
Rp.211.301.804.870,02

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

(3)

(4)

(1)

(2)

a.
b.
o

d.

Pajak Daerah sejumlah Rp.533.177.647.760,28

Retribusi Daerah sejumlah Rp.46.231.038.000,00

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah vyang dipisahkan sejumlah
Rp.25.758.161.850,75 ’

Lain-lain pendapatan  asli  daerah yang sah  sejumlah
Rp.110.286.000.000,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :

a.

b.
Gs

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak  sejumlah
Rp.85.655.993.353,00

Dana alokasi umum sejumlah Rp.661.794.756.000,00

Dana alokasi khusus sejumlah Rp.339.941.667.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.
b.

Hibah sejumlah Rp.0,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp.184.188.799.870,02

Dana penyesuaian dan otonomi kKhusus sejumlah
Rp.26.863.005.000,00

Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
sejumlah Rp.250.000.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.
b.

Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.241.083.853.516,05
Belanja Langsung sejumlah Rp.884.948.715.318,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :
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Belanja pegawai sejumlah Rp.991.172.728.738,33

Belanja hibah sejumlah Rp.34.097.574.600,00

Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.2.672.913.000,00
Belanja bagi hasil sejumlah Rp.57.940.869.000,00

Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.152.199.768.177,72
Belanja tidak terduga sejumlah Rp.3.000.000.000,00
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C. Belanja modal sejumlah Rp.286.517.897.034,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari-
a. Penerimaan sejumlah Rp.122.385.500.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 10.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2015
sejumlah Rp.122.385.500.000,00
Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,00
Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00

meoaoo

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud’ pada ayat (1) huruf b terdiri dari

i jenis pembiayaan:

' a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00

b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sejumlan
Rp.10.500.000.000,00

C. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

; 2. Lampiran 11 Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;

3. Lampiran III Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan
serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek;

4. Lampiran 1V Rekapitulasi Belanja menurut  Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisas;i, Program dan Kegiatan:

5. Lampiran Vv Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungs
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah :

8. Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah ;

10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Lainnya :
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Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan

dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran,

Pasal 7

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

C. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau mendesak.

(2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat
menggunakan belanja tidak terduga.

(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara :
d. menggunakan dana dari hasi| penjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan,
dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(5) Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD,
pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedis

anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam realisasi
anggaran.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota sebagai Landasan
Operasional.
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Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggat 29 Desember 2015
4 PENJABAT WALIKOTA' DENPASAR,
Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETAKIS DAERAHKETA DENPASAR,
1 '-.T,‘A,___N i /- .‘\‘
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LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI (NOMOR 8 TAHUN 2015)




